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an 
Nomor  :   1002/PAN/OT.01/5/2023                           22  Mei 2023 
Lampiran :   1 berkas 
Perihal            :  Prosedur Baru Permohonan Pengembalian 

Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali 
 

Kepada Yth 

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 

Di Seluruh Indonesia   
 

Untuk meningkatkan kualitas layanan pengembalian biaya perkara kasasi/peninjauan 
kembali/HUM dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara karena alasan 
permohonan  upaya hukum dicabut atau dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, dengan ini kami 
sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa terhitung mulai 1 Juni 2023, permohonan pengembalian biaya perkara kasasi/peninjauan 

kembali/HUM wajib diajukan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah 
Agung dengan menyertakan dokumen sebagai berikut: 
a. Surat permohonan yang ditandatangani Panitera Pengadilan ditujukan kepada Panitera 

Mahkamah Agung yang pada pokoknya memuat informasi: alasan pengajuan pengembalian 
biaya, data setoran biaya perkara dan nomor virtual account, dan identitas rekening 
pengembalian (nomor rekening,  nama pemilik rekening, dan bank)    

b. Dokumen pencabutan permohonan upaya hukum atau Penetapan Ketua Pengadilan tentang 
permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali yang  tidak memenuhi syarat formal; 

c. Dokumen bukti setoran/notifikasi pembayaran. 
2. Bahwa permohonan pengembalian biaya perkara dengan alasan adanya pencabutan 

permohonan kasasi/peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila pencabutan dilakukan 
sebelum perkara didaftarkan (diregister) oleh Kepaniteraan Muda Perdata Mahkamah Agung. 

3. Bahwa pengembalian biaya perkara dengan alasan tidak memenuhi syarat formal, selain dapat 
dilakukan atas permohonan pengadilan tingkat pertama, juga dapat dilakukan oleh Kepaniteraan 
Mahkamah Agung dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 SEMA Nomor 
08 Tahun 2011. 

4. Bahwa pengajuan permohonan pengembalian biaya perkara secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan tata cara sebagaimana dalam lampiran surat ini.   

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 

Panitera Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 

 

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H. 
Tembusan: 
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 
4. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 



 

 

Lampiran Surat Panitera Mahkamah Agung 
Nomor   :  1022/PAN/OT.01/5/2023 
Tanggal  : 22 Mei 2023 
 
  

 

TATA CARA PERMOHONAN PENGEMBALIAN BIAYA PERKARA KASASI/PENINAJAUAN KEMBALI 

 
1. Buka menu admin Direktori Putusan dengan alamat 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin. Masukan  username dan password yang telah 
diberikan ke setiap satuan kerja pengadilan; 
 

 
  

2. Pilih menu “Pengembalian Uang Perkara”  
 

 
 
3. Isi form dengan data-data yang relevan, yaitu:  Nomor Perkara, Nomor VA, Nomor Rekening 

Pengembalian,  Nama Bank,  Nama Pemilik Rekening, Alasan Pengembalian Biaya Perkara. Selain 
itu, wajib diunggah “Dokumen Pencabutan” yang terdiri atas surat permohonan yang 
ditandatangani Panitera Pengadilan  ditujukan kepada Panitera MA, Akta Pencabutan atau 
Penetapan Perkara tidak memenuhi syarat formal.  Wajib juga diunggah “Bukti Pengiriman” 
berupa notifikasi transaksi pembayaran biaya perkara melalui VA atau  bukti setor. 
 
 



 

 

 

 
4. Apabila semua data telah diisi dengan benar dan file dokumen berbentuk PDF telah 

diunggah,  maka akhiri dengan memilih tombol “simpan”, dan akan muncul daftar 
permohonan pengembalian biaya perkara beserta status proses penanganannya. 
 

 
5. Tim Pengelola Biaya Proses Mahkamah Agung akan segera menindaklanjuti permohonan 

tersebut dan mengupdate status pada aplikasi 
6. Sistem akan menginformasikan status proses penanganan permohonan, meliputi: -  

- Pengajuan; 
- Disposisi KPA; 
-  Diproses oleh Bendahara; 
-  Pengembalian Biaya Selesai. 

 

 


